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BAB VI  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan  Penerapan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Desa Di Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka 

sudah cukup baik dilaksanakan, hal ini terbukti dari beberapa aspek sebagai 

berikut: 

1. Kesediaan dan Aksebilitas Dokumen Pengelolaan APBDes 

Dalam kesediaan dan aksebilitas dokumen pengelolaan APBDes yang 

dilakukan oleh pemerintah Desa Harekakae sudah berjalan dengan baik.  

Dokumen berupa laporan peratanggungjawaban keuangan desa secara 

transparan dilakukan berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014. 

Selain itu bukti-bukti dari pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh desa, 

harus ada tanda terimanya, dan pengelolaan keuangan juga dilakukan 

melalui media-media sosial seperti pemasangan baliho tentang anggaran 

belanja desa.  

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Pengelolaan APBDes 

Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam pengelolaan APBDes adalah 

dua unsur yang membangun yang dapat kita temukan dalam sebuah 

informasi, dan pemerintah Desa Harekakae sudah menerapkannya dengan 

baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kamampuan sumber daya aparat desa 

yang dimilki oleh pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada 
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masyarakat melalui kegiatan MUSDUS dan MUSDES maupun melalui 

bentuk media masa seperti baliho atau pengumuman yang ditempelkan pada 

jendela kantor desa.  

3. Keterbukaan Proses Pengelolaan APBDes 

Dalam keterbukaan proses pengelolaan APBDes pemerintah desa 

Harekakae sudah melakukannya berdasarkan prosedur yang ada. Hal 

tersebut dilihat dari sitem penyampaian informasi yang diberikan oleh 

pemerintah desa itu benar-benar sesuai dengan yang diharapkan oleh 

masyarakat desa, dan pengelolaan APBDesnya sudah berdasarkan juknis 

yang ada.  

4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi Pengelolaan APBDes 

Dalam melakukan regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan 

APBDes pemerintah Desa Harekakae selalu berpedoman pada undang-

undang  yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari rugulasi atau aturan yang 

ada, dapat memberikan kepastian tentang keterbukaan dalam pengelolaan 

dan pemanfaatan APBDes.  

B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat disampaikan sebagai 

berikut : 

1. Kesediaan dan aksebilitas dokumen pengelolaan APBDes 

Diharapkan kepada pemerintah Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah 

Kabupaten Malaka agar dapat selalu menyediakan dokumen-dokumen 
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pengelolaan APBDes untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat secara transparan.  

2. Kejelasan Dan Kelengkapan Informasi Pengelolaan APBDes.  

Diharapkan kepada pemerintah Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah 

Kabupaten Malaka dalam menyampaikan informasi pengeloaan APBDes 

kepada masyarakat harus secara jelas dan lengkap agar masyarakat dapat 

menyerap semua informasi tersebut dengan baik.  

3. Keterbukaan Proses Pengelolaan APBDes.  

Diharapkan kepada pemerintah Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah 

Kabupaten Malaka agar selalu menerapkan prinsip transparansi dalam 

pengelolaan APBDes sehingga masyarakat tidak memberikan pandangan 

yang buruk terhadap kinerja pemerintah desa.  

4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi Pengelolaan 

APBDes.  

Diharapkan kepada pemerintah Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah 

Kabupaten Malaka agar lebih banyak lagi membuat regulasi yang berkaitan 

dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes.   
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